BAB V
KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Bahwa dalam merespon tentang masalah bunga bank, PW Nahdlatul Ulama Jawa
Timur menggunakan giyas sebagai metode penetapan hukumnya. Bagi PW Nahdlatul
Ulama Jawa Timur, ‘%//at diharamkannya riba adalah adanya penghisapan atau
penganiayaan terhadap pihak peminjam. Konsekuwensinya, kalau ‘//af itu ada pada
bunga bank, maka bunga pada bank sama dengan riba dan hukumnya haram.
Sebaliknya, kalau ‘%//at tidak ada pada bunga bank, maka bunga bank bukan riba,
karena itu tidak haram. PW Nahdlatul Ulama Jawa Timur memandang bahwa hukum
tentang bunga bank adalah sebagaimana yang telah diputuskan dalam Sidang bahsul
masail PWNU Jawa timur di Pon. Pes. Darussalam Blokagung Banyuwangi 22-24
Juli 1990 yaitu:

a. Haram : Karena termasuk barang yang dipungut manfaatnya (rente).

b. Halal : Sebab tidak ada syarat pada waktu akad, sebab menurut para ahli
hukum terkenal, bahwa adat yang berlaku itu tidak termasuk menjadi syarat.

c. Syubhat : (tidak tentu halal-haramnya)

2. Sementara PW Muhammadiyah Jawa Timur berpendapat bahwa pihak debitur yang
bertransaksi dengan bank harus bertanggung jawab penuh atas uang yang
dipinjamnya dan bunganya ditentukan atas dasar untung rugi atau besar kecilnya
keuntungan dari hasil usahanya. Maka transaksi tersebut termasuk aqad gard dan
dengan sendirinya bunga bank yang terikat aturan, haram hukumnya, karena

termasuk riba gard PW Muhammadiyah Jawa Timur memandang bahwa hukum
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tentang bunga bank adalah sebagaimana yang telah diputuskan dalam keputusan PW

Majlis Tarjih PW Muhammadiyah Jawa Timur ke XIII di sidoarjo 1968 yaitu:

1) Riba hukumnya haram, dengan nas sarih al-Qur’an dan as-Sunnah.

2) Bank dengan sistem riba hukumnya haram dan bank tanpa riba hukumnya halal.

3) Bunga bank yang diberikan oleh Bank-bank milik Negara kepada para nasabahnya
atau sebaliknya yang selama ini berlaku, termasuk perkara Musytabihat.

4) Menyarankan kepada PP. Muhammadiyah untuk mengusahakan terwujudnya
konsepsi sistem perekonomian khususnya lembaga perbankan yang sesuai dengan
kaidah Islam.

Baik PW Nahdlatul Ulama Jawa Timur Maupun PW Muhammadiyah Jawa Timur

sama-sama sependapat bahwa riba hukumnya adalah haram hal ini berdasarkan pada

nas sarih al-Qur’an dan al-Hadis yang dengan jelas-jelas telah mengharamkan adanya
praktek riba. Meskipun dalam melihat aplikasi hukum Islam tentang riba sama-sama
mengharamkanya, tetapi PW Nahdlatul Ulama Jawa Timur dan PW Muhammadiyah

Jawa Timur memiliki cara pandang atau berfikir yang berbeda.

. PW Nahdlatul Ulama Jawa Timur Maupun PW Muhammadiyah Jawa Timur sama-

sama menyarankan agar pemerintah segera menciptakan bank yang berbasis syariah.



